BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR
27 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-

Menimbang

Mengingat

PULAU KECIL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

a. bahwa berdasarkan hasil inventarisasi dan evaluasi

terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung,
ditemukan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten
Tulungagung Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Berbasis Masyarakat
telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi karena tidak sesuai dengan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah
kabupaten /kota;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, maka perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut
dengan Peraturan Daerah;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);



MENETAPKAN
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

dan

BUPATI TULUNGAGUNG
MEMUTUSKAN :

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU
KECIL BERBASIS MASYARAKAT.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 27 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
Berbasis  Masyarakat (Lembaran Daerah  Kabupaten
Tulungagung Tahun 2010 Nomor 03 Seri E), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 16 Agustus 2017

BUPATITULUNGAGUNG,/N

//Z;Y RI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 16 Agustus 2017
IS DAERAH

Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2017 Nomor 9 Seri E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 197-
10/2017
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR
27 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL BERBASIS MASYARAKAT

UMUM

Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-
undangan dalam penyusunannya harus berpedoman pada asas-asas
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, diantaranya tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bahwa seiring dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang
baru, serta adanya perkembangan kondisi sosial dan ekonomi di
masyarakat maka akan berpengaruh pada keberadaan peraturan daerah-
peraturan daerah yang ada di Kabupaten Tulungagung. Peraturan
Perundang-Undangan yang terbit salah satunya adalah Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana dalam
lampirannya diatur pembagian urusan pemerintahan konkuren antara
pemerintah pusat dan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Adapun, dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tersebut ditetapkan bahwa urusan pemerintahan bidang kelautan dan
perikanan, khususnya sub urusan pesisir dan pulau-pulau kecil bukan
merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena sudah
tidak ada kewenangan bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan,
khususnya sub urusan pesisir dan pulau-pulau kecil, maka sudah tidak
ada pula kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk regulasi
daerah. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Berbasis Masyarakat sudah tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga untuk tertib
administrasinya maka perlu dicabut.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pencabutan
peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan peraturan
perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Oleh
karena itu dengan mendasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah
Daerah maka perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut diatas dengan
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah.



II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.




